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Abstract: This study aims to analyze the governance and readiness of the Kerthi Bali Sejahtera 

Corporate University (KBS-Corpu) along with formulating a Local Wisdom-Based KBS-Corpu 

Model as a competency development system for civil servants within the Bali Provincial 

Government. The study employed a mixed-methods approach through a survey of 6,343 civil 

servants, interviews, document analysis, and a literature review. Quantitative data were 

analyzed descriptively using Microsoft Excel and IBM SPSS, while qualitative data were 

analyzed through data reduction, presentation, interpretation, and drawing conclusions. The 

findings indicate that civil servants’ perceptions provide strong support for the implementation 

of KBS-Corpu, particularly in terms of task understanding, leadership commitment, motivation 

for competency development, and access to information. However, institutional readiness 

remains in a transitional stage and requires improvements in curriculum, managerial capacity, 

system integration, and continuous evaluation. The study also produced a model integrating 

Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Tri Hita Karana, Sad Kerthi, the Corporate University system, 

and mechanisms for internalizing local values. The Local Wisdom-Based KBS-Corpu Model 

expands the application of Corporate University in the public sector as a competency 

development system that not only produces professional civil servants but also strengthens 

character, integrity, and alignment with Bali’s direction of development. 

 

Keywords: corporate university, civil servant competency, Balinese local wisdom, KBS-Corpu, 

Nangun Sat Kerthi Loka Bali 

  

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan implementasi Kerthi Bali Sejahtera 

Corporate University (KBS-Corpu) serta merumuskan Model KBS-Corpu Berbasis Kearifan 

Lokal sebagai sistem pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Bali. Penelitian menggunakan metode campuran melalui survei terhadap 

6.343 ASN, wawancara, studi dokumentasi, dan kajian literatur. Data kuantitatif dianalisis 

secara deskriptif menggunakan Microsoft Excel dan IBM SPSS, sedangkan data kualitatif 

dianalisis melalui reduksi, penyajian, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa persepsi ASN memberikan dukungan kuat terhadap implementasi KBS-

Corpu, terutama pada aspek pemahaman tugas, komitmen pimpinan, motivasi pengembangan 

kompetensi, dan akses informasi. Namun kesiapan kelembagaan masih berada pada tahap 

transisi karena memerlukan penguatan kurikulum, kapasitas SDM pengelola, integrasi sistem, 

https://dinastirev.org/JIMT
https://doi.org/10.38035/jimt.v7i6
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
mailto:sedanayoga@icloud.com
mailto:sedanayoga@icloud.com


https://dinastirev.org/JIMT,                                                              Vol. 7, No. 6, Juli - Agustus 2026  

1997 | P a g e  

serta evaluasi berkelanjutan. Penelitian ini menghasilkan model yang mengintegrasikan 

Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Tri Hita Karana, Sad Kerthi, sistem Corporate University, dan 

mekanisme internalisasi nilai lokal. Model KBS-Corpu Berbasis Kearifan Lokal memperluas 

penerapan Corporate University sektor publik sebagai sistem pengembangan kompetensi yang 

tidak hanya membentuk ASN profesional, tetapi juga berkarakter, berintegritas, dan selaras 

dengan arah pembangunan Bali. 

 

Kata Kunci: corporate university, kompetensi ASN, kearifan lokal Bali, KBS-Corpu, Nangun 

Sat Kerthi Loka Bali 

 

  

PENDAHULUAN 

Pembangunan sumber daya manusia aparatur merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dalam menghadapi perubahan lingkungan 

strategis yang semakin dinamis. Transformasi birokrasi pada era digital menuntut Aparatur 

Sipil Negara (ASN) tidak hanya memiliki kompetensi teknis, tetapi juga kemampuan 

beradaptasi, berkolaborasi, dan berinovasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta 

mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pengembangan kompetensi ASN tidak lagi 

dipandang sebagai pemenuhan kewajiban administratif melalui pelatihan rutin, melainkan 

sebagai investasi strategis yang berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja organisasi 

dan kualitas pelayanan publik (Apriansyah et al., 2025; Khuay Guan Lionel et al., 2023; 

Sitanggang et al., 2025; Turner et al., 2022).  

Perkembangan paradigma pengembangan sumber daya manusia telah menggeser 

pendekatan pembelajaran dari training center  menuju Corporate University (Corpu)  sebagai 

sistem pembelajaran organisasi yang terintegrasi. Berbeda dengan pendidikan dan pelatihan 

konvensional yang berorientasi pada pemenuhan kesenjangan kompetensi individu, Corpu 

menghubungkan proses pembelajaran dengan visi organisasi, sasaran strategis, proses bisnis, 

manajemen pengetahuan, dan pengembangan talenta sehingga pembelajaran menjadi bagian 

dari transformasi organisasi (Allen, 2014; Prastika et al., 2025; Rademakers, 2014; Said et al., 

2022; Sumanti, 2025). 

Penerapan Corpu pada sektor publik di Indonesia terus berkembang sebagai strategi 

penguatan kapasitas birokrasi menuju organisasi pembelajar (learning organization). Berbagai 

penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan Corpu dipengaruhi oleh komitmen organisasi, 

kepemimpinan, budaya berbagi pengetahuan (knowledge sharing), integrasi manajemen 

talenta, serta keselarasan antara sistem pembelajaran dengan tujuan strategis organisasi 

(Prastika et al., 2025; Savira et al., 2022; Sudewo, 2022; Wijaya et al., 2024). Akan terapi 

sebagian besar kajian masih menitikberatkan pada aspek tata kelola pembelajaran, 

kepemimpinan, dan efektivitas organisasi, sementara dimensi budaya lokal sebagai pondasi 

pengembangan kompetensi aparatur masih memperoleh perhatian yang terbatas.  

Provinsi Bali memiliki karakteristik pembangunan yang berbeda dengan daerah lain di 

Indonesia karena pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai budaya, adat 

istiadat, tradisi, dan kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat Bali. Penguatan karakteristik 

tersebut memperoleh landasan normatif melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang menegaskan bahwa pengembangan Bali berdasarkan 

kekhasan budaya, kearifan lokal, dan keberlanjutan. Arah tersebut selanjutnya dipertegas 

dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang menempatkan pembangunan sumber daya 

manusia sebagai bagian integral dari pelestarian kebudayaan, peningkatan daya saing daerah, 

dan pembangunan berkelanjutan (Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang 

Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125, n.d.). 

Pengembangan kompetensi ASN di Bali tidak cukup hanya mengadopsi model Corpu secara 
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umum, tetapi memerlukan pendekatan yang mampu menginternalisasikan nilai-nilai kearifan 

lokal ke dalam sistem pembelajaran organisasi. 

Visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali menjadi pondasi konseptual dalam 

penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bali. Visi tersebut tidak hanya menjadi arah 

pembangunan daerah, tetapi juga menjadi acuan dalam membangun budaya kerja birokrasi 

yang berorientasi pada keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan 

alam (Saputra & Heppyana, 2023; Suarminiati & Subanda, 2025). Visi ini mencakup 

pengembangan karakter masyarakat Bali yang mencintai budaya dan lingkungan, serta 

menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai lokal yang 

dijunjung tinggi (Mahendra, 2021). Oleh karena itu pengembangan kompetensi ASN perlu 

diarahkan agar tidak hanya menghasilkan aparatur yang profesional, tetapi juga aparatur yang 

memahami, menghayati, dan mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal Bali dalam 

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagai implementasi strategi tersebut, 

Pemerintah Provinsi Bali mengembangkan  Kerthi Bali Sejahtera Corporate University (KBS-

Corpu) sebagai sistem pembelajaran terintegrasi untuk mendukung pencapaian visi 

pembangunan daerah. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KBS-Corpu 

didukung oleh komitmen organisasi yang kuat, kesiapan sumber daya manusia, kelembagaan, 

serta infrastruktur teknologi informasi. Tata kelola KBS-Corpu juga dirancang untuk 

mengintegrasikan pengembangan kompetensi, manajemen talenta, dan manajemen kinerja 

melalui pendekatan pembelajaran klasikal, blended learning, dan e-learning sesuai kebutuhan 

organisasi. 

Tantangan pengembangan Corpu di lingkungan pemerintah daerah tidak hanya berkaitan 

dengan kesiapan kelembagaan atau infrastruktur pembelajaran, tetapi juga bagaimana sistem 

pembelajaran mampu merefleksikan karakteristik daerah yang menjadi dasar penyelenggaraan 

pemerintahan. Dalam konteks pengembangan kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi 

Bali, pengembangan kompetensi ASN perlu dirancang sebagai proses internalisasi nilai-nilai 

kearifan lokal sehingga pembelajaran tidak berhenti pada peningkatan kompetensi individu, 

tetapi juga membentuk budaya kerja organisasi yang mendukung implementasi visi Nangun Sat 

Kerthi Loka Bali. Pendekatan tersebut sekaligus memperluas fungsi Corpu sebagai instrumen 

transformasi budaya organisasi berbasis nilai-nilai lokal. 

Berdasarkan telaah pustaka dan hasil penelitian yang telah dilakukan, masih terdapat 

ruang pengembangan konseptual mengenai bagaimana nilai-nilai kearifan lokal dapat 

diintegrasikan secara sistematis ke dalam desain Corpu pada sektor publik. Sebagian besar 

penelitian terdahulu berfokus pada penguatan learning organization, knowledge management, 

pengembangan human capital, dan efektivitas pembelajaran organisasi, sedangkan kajian 

mengenai internalisasi kearifan lokal sebagai pondasi sistem pembelajaran organisasi masih 

relatif terbatas. 

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan Corpu 

model Kerthi Bali Sejahtera Corporate University (KBS-Corpu) Berbasis Kearifan 

Lokal sebagai model konseptual pengembangan kompetensi ASN yang mengintegrasikan nilai-

nilai kearifan lokal Bali ke dalam sistem pembelajaran organisasi melalui kurikulum, strategi 

pembelajaran, manajemen pengetahuan, manajemen talenta, dan penguatan budaya kerja 

organisasi. Model ini dikembangkan berdasarkan hasil penelitian implementasi KBS-Corpu di 

Pemerintah Provinsi Bali dengan mengaitkannya pada kerangka kebijakan pembangunan 

daerah dan filosofi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Model KBS-Corpu tidak hanya berfungsi 

sebagai instrumen pengembangan kompetensi ASN, tetapi juga sebagai media internalisasi 

nilai-nilai budaya Bali dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut, 

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kerthi Bali Sejahtera Corporate 

University dan merumuskan model Kerthi Bali Sejahtera Corporate University (KBS-Corpu) 

Berbasis Kearifan Lokal sebagai model pendekatan pengembangan kompetensi ASN di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. 

https://dinastirev.org/JIMT


https://dinastirev.org/JIMT,                                                              Vol. 7, No. 6, Juli - Agustus 2026  

1999 | P a g e  

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (mixed methods 

research) dengan mengkombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh 

pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi  KBS-Corpu  di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Bali. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengintegrasikan hasil 

pengukuran kuantitatif mengenai kesiapan implementasi Corpu dengan analisis kualitatif 

terhadap tata kelola, kebijakan, dan pengembangan sistem pembelajaran organisasi. 

Pendekatan mixed methods memungkinkan diperolehnya data yang lebih valid, reliabel, 

objektif, dan komprehensif dibandingkan penggunaan satu pendekatan saja (Creswell & 

Creswell, 2017). Tahapan penelitian meliputi identifikasi permasalahan, penyusunan instrumen 

penelitian, pengumpulan data primer dan sekunder, pengolahan data, analisis hasil penelitian, 

serta penyusunan laporan penelitian. 

Fokus penelitian adalah menganalisis implementasi Kerthi Bali Sejahtera Corporate 

University (KBS-Corpu) sebagai sistem pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara 

(ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Analisis diarahkan pada tingkat kesiapan 

organisasi, tata kelola pengembangan kompetensi, strategi pembelajaran, dukungan 

kelembagaan, serta integrasi sistem pembelajaran dengan kebutuhan organisasi. Dalam artikel 

ini, hasil penelitian tersebut selanjutnya disintesis untuk merumuskan model Kerthi Bali 

Sejahtera Corporate University (KBS-Corpu) Berbasis Kearifan Lokal sebagai model 

konseptual pengembangan kompetensi ASN. 

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh 

melalui penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam kepada pimpinan perangkat daerah, 

sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi dokumen yang meliputi regulasi, buku, artikel 

ilmiah, laporan kelembagaan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan pengembangan 

kompetensi ASN dan Corpu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, 

wawancara, penyebaran kuesioner, dan kajian literatur untuk memperoleh gambaran yang utuh 

mengenai implementasi KBS-Corpu. 

Responden penelitian adalah ASN yang berasal dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Pengumpulan data primer dilaksanakan pada 

periode bulan Mei hingga November 2023 melalui penyebaran kuesioner secara daring 

menggunakan Google Form, yang disebarkan kepada seluruh OPD sebagai bagian dari 

pemetaan kondisi awal (baseline) implementasi KBS-Corpu. Instrumen penelitian memuat 

pertanyaan mengenai komitmen organisasi, pengembangan kompetensi, aksesibilitas 

informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, teknologi pembelajaran, pendekatan strategi 

pembelajaran, kesiapan implementasi Corpu, serta sikap ASN terhadap penerapan KBS-Corpu. 

Populasi penelitian adalah seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang 

berjumlah 10.850 pegawai. Penentuan ukuran sampel minimal menggunakan rumus 

Slovin dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 5%, sehingga diperoleh kebutuhan 

sampel minimum sebanyak 386 responden. Akan tetapi penelitian tidak membatasi jumlah 

responden pada batas minimal tersebut. Kuesioner disebarkan secara luas kepada seluruh OPD 

sehingga diperoleh 6.343 responden (58,46% dari total populasi ASN), sehingga tingkat 

keterwakilan responden jauh melampaui ukuran sampel minimum dan memberikan tingkat 

generalisasi yang lebih kuat terhadap kondisi implementasi KBS-Corpu di Pemerintah Provinsi 

Bali. Pendekatan ini didukung oleh argumentasi Krejcie & Morgan (1970) serta Hair (2019), 

yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran sampel dan semakin mendekati populasi, 

semakin kecil sampling error dan semakin tinggi kemampuan generalisasi hasil penelitian. 

Analisis data kuantitatif dilakukan secara deskriptif dengan tools 

menggunakan Microsoft Excel dan IBM SPSS untuk menggambarkan tingkat kesiapan 

implementasi KBS-Corpu berdasarkan indikator penelitian. Analisis kualitatif dilakukan 

melalui reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan dengan 

mengintegrasikan hasil studi dokumentasi, wawancara, dan kajian literatur. Hasil kedua 
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pendekatan tersebut kemudian diinterpretasikan secara terpadu untuk menjelaskan 

implementasi KBS-Corpu di Pemerintah Provinsi Bali. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kondisi Eksisting Pengembangan Kompetensi ASN di Pemerintah Provinsi Bali 

Pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu 

instrumen strategis dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi 

pada peningkatan kinerja organisasi. Pergeseran paradigma dari penyelenggaraan pendidikan 

dan pelatihan (training center) menuju Corporate University (Corpu) menempatkan 

pembelajaran sebagai bagian integral dari strategi organisasi, yang menghubungkan proses 

pengembangan kompetensi dengan pencapaian tujuan organisasi, pengelolaan pengetahuan, 

dan pengembangan talenta (Allen, 2014; Rademakers, 2014; Said et al., 2022; Setiawati & Iqbal 

Fadillah, 2023). Pendekatan ini pada sektor publik menjadi semakin penting seiring 

meningkatnya tuntutan reformasi birokrasi, transformasi digital, dan kebutuhan organisasi 

pembelajar (learning organization) yang mampu merespons perubahan lingkungan secara cepat 

(Daulay, 2025; Krukowski & Oliński, 2025; Savira et al., 2022; Turner et al., 2022).   

Sebagai salah satu pemerintah daerah dengan karakteristik pembangunan berbasis 

budaya, Pemerintah Provinsi Bali menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam 

pengembangan kompetensi ASN. Selain dituntut memiliki kompetensi teknis, manajerial, dan 

sosial kultural, ASN juga diharapkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai kearifan lokal 

Bali sebagai bagian dari pelaksanaan visi pembangunan daerah Nangun Sat Kerthi Loka Bali. 

Oleh karena itu sistem pengembangan kompetensi perlu diselenggarakan secara terintegrasi 

agar mampu mendukung peningkatan kapasitas individu sekaligus memperkuat kapasitas 

organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah.  Sistem pengembangan kompetensi 

perlu diorganisir secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan kapasitas individu 

sekaligus memperkuat kapasitas organisasi dalam mencapai tujuan pembangunan regional 

(Alhaq et al., 2025; Krishernawan et al., 2024).  

Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(BKPSDM) Provinsi Bali, pada tahun 2023 Pemerintah Provinsi Bali memiliki 38 Organisasi 

Perangkat Daerah (OPD) yang didukung oleh 10.850 ASN, terdiri atas 4.799 Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dan 5.567 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) (BKPSDM 

Provinsi Bali, 2023). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi ASN 

merupakan tantangan strategis karena harus menjangkau sumber daya manusia yang besar 

dengan karakteristik jabatan, kebutuhan kompetensi, dan lokasi kerja yang beragam. Data ini 

menjadi dasar dalam memetakan kondisi awal (baseline) implementasi KBS-Corpu di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.   

Sumber: SIMPEG BKPSDM Provinsi Bali 

Gambar 1.  Komposisi Pemenuhan JP ASN Tahun 2023 (saat Penelitian)  

dan Kondisi Tahun 2024 hingga Juni 2026 (dalam Persen) 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi eksisting pengembangan kompetensi ASN 

masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen 

Kepegawaian (SIMPEG), pada saat penelitian dilaksanakan (2023), sebagian besar ASN belum 

memenuhi kewajiban pengembangan kompetensi melalui pemenuhan Jam Pelajaran (JP) 

sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan pengembangan kompetensi ASN (Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, n.d.). Meskipun proyeksi BKPSDM 

menunjukkan peningkatan tingkat pemenuhan JP pada tahun-tahun berikutnya, kondisi tersebut 

mengindikasikan bahwa mekanisme pengembangan kompetensi yang selama ini diterapkan 

belum mampu menjangkau seluruh ASN secara optimal. Hal ini memperlihatkan perlunya 

transformasi sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, berkelanjutan, dan mampu 

mengakomodasi kebutuhan organisasi secara menyeluruh.   

Selain rendahnya tingkat pemenuhan JP, penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai 

kendala dalam penyelenggaraan pengembangan kompetensi ASN. Kendala tersebut meliputi 

keterbatasan jumlah Widyaiswara, narasumber, dan fasilitator pembelajaran; kurikulum yang 

belum sepenuhnya berbasis kebutuhan strategis organisasi; serta alokasi anggaran yang belum 

mampu memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi seluruh ASN. Pendekatan 

pembelajaran yang masih didominasi metode klasikal memiliki keterbatasan dalam 

menjangkau jumlah ASN yang besar, baik dari aspek kapasitas peserta, efisiensi biaya, maupun 

fleksibilitas waktu pelaksanaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengembangan 

kompetensi konvensional semakin sulit menjawab tuntutan birokrasi yang dinamis dan 

kebutuhan pembelajaran sepanjang hayat (lifelong learning).   

Perkembangan teknologi informasi dan kebijakan transformasi birokrasi membuka 

peluang untuk mengembangkan sistem pembelajaran yang lebih adaptif melalui pendekatan 

Corpu (Syamsuddin & Rizki, 2022). Berbagai penelitian menjelaskan bahwa Corpu tidak hanya 

berfungsi sebagai penyelenggara pelatihan, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang 

mengintegrasikan pembelajaran organisasi, manajemen pengetahuan (knowledge 

management), pengembangan talenta (talent management), dan pencapaian sasaran strategis 

organisasi (Allen, 2014; Bedi, 2025; Prastika et al., 2025; Tunkevichus et al., 2025). Dalam 

perspektif tersebut, pengembangan kompetensi ASN diarahkan untuk mendukung peningkatan 

kapasitas organisasi secara berkelanjutan melalui pembelajaran yang terstruktur, kolaboratif, 

dan berbasis kebutuhan organisasi.   

Transformasi sistem pengembangan kompetensi pada Pemerintah Provinsi Bali memiliki 

dimensi yang lebih luas dibandingkan penerapan Corpu pada umumnya. Pengembangan 

kompetensi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan profesionalisme ASN, tetapi juga 

menjadi instrumen internalisasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari 

implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.  Nilai-nilai seperti menyama braya, tatwam 

asi, dan Tri Hita Karana berperan penting dalam reformasi birokrasi, memperkuat sistem, 

struktur, dan budaya kerja (Suarminiati & Subanda, 2025).  

Pengembangan KBS-Corpu dipandang sebagai strategi yang mampu mengintegrasikan 

pembelajaran organisasi dengan karakteristik pembangunan daerah berbasis budaya, sehingga 

menghasilkan ASN yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki karakter, integritas, dan 

orientasi pelayanan yang selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal Bali. Berdasarkan kondisi 

eksisting tersebut, dapat dipahami bahwa tantangan pengembangan kompetensi ASN di 

Pemerintah Provinsi Bali tidak hanya berkaitan dengan peningkatan akses terhadap 

pembelajaran, tetapi juga menyangkut kebutuhan membangun sistem pembelajaran yang 

terintegrasi, adaptif, berbasis teknologi, dan berakar pada karakteristik pembangunan daerah.  

 

Implementasi Kerthi Bali Sejahtera Corporate University (KBS-Corpu) 

Transformasi pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Bali diwujudkan melalui implementasi KBS-Corpu sebagai sistem 

pembelajaran organisasi yang terintegrasi. Berbeda dengan pendekatan pendidikan dan 
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pelatihan konvensional yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pembelajaran individu, 

KBS-Corpu dikembangkan untuk menghubungkan proses pembelajaran dengan sasaran 

strategis organisasi melalui pengelolaan pembelajaran (learning management), manajemen 

pengetahuan (knowledge management), pengembangan talenta (talent management), serta 

pemanfaatan teknologi informasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep Corpu yang 

menempatkan pembelajaran sebagai bagian dari strategi organisasi dalam meningkatkan 

kapasitas individu dan organisasi secara berkelanjutan (Allen, 2014; Harjati et al., 2024; 

Rademakers, 2014; Said et al., 2022).   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki sejumlah 

modal awal yang mendukung implementasi KBS-Corpu. Kesiapan tersebut tercermin dalam 

pemahaman ASN terhadap arah organisasi dan tugas jabatan, komitmen pimpinan terhadap 

pengembangan kompetensi, keinginan pegawai untuk belajar, ketersediaan akses informasi, 

pemahaman terhadap jenis kompetensi, serta preferensi terhadap strategi pembelajaran. Namun 

penelitian ini tidak membentuk satu indeks komposit kesiapan dalam bentuk persentase 

tunggal. Tingkat kesiapan KBS-Corpu perlu dibaca melalui pola jawaban pada setiap aspek 

penelitian serta dibandingkan dengan kondisi ideal tata kelola Corpu. 

Pada aspek keselarasan organisasi, sebanyak 77,08 persen responden menyatakan sangat 

mengetahui atau mengetahui Renstra instansi, sedangkan 97,68 persen menyatakan sangat 

mengetahui atau mengetahui tugas pokoknya. Sebanyak 80,50 persen juga menyatakan sangat 

mengetahui atau mengetahui tujuan pengembangan kompetensi organisasi. Temuan ini 

menunjukkan bahwa mayoritas ASN telah memahami hubungan antara tugas individu, arah 

organisasi, dan pengembangan kompetensi, meskipun masih terdapat ruang untuk memperkuat 

pemahaman terhadap Renstra dan tujuan pembelajaran organisasi.   

Dukungan pimpinan dan organisasi juga menunjukkan kecenderungan positif. Sebanyak 

91,22 persen responden menilai komitmen pimpinan dalam pengembangan kompetensi berada 

pada kategori baik atau sangat baik, sedangkan 91,77 persen menilai pimpinan mendukung atau 

sangat mendukung keterlibatan ASN dalam kegiatan peningkatan kapasitas. Selain hal tersebut 

92,15 persen responden menyatakan telah memperoleh kesempatan mengembangkan 

kompetensi untuk peningkatan kinerja. Namun dukungan anggaran masih perlu diperkuat 

karena 55,57 persen responden yang menyatakan anggaran pengembangan kompetensi telah 

tersedia, sementara 23,66 persen menyatakan belum tersedia.   

Pada aspek pengembangan kompetensi, 97,93 persen responden menyatakan 

berkeinginan atau sangat berkeinginan meningkatkan kapasitas dan kompetensi. Sebanyak 

84,33 persen menilai kegiatan pengembangan kompetensi telah berkontribusi atau sangat 

berkontribusi terhadap sasaran organisasi. Aktivitas berbagi pengetahuan juga telah 

berlangsung, meskipun belum sepenuhnya rutin: dimana sebanyak 32,46 persen responden 

menyatakan sering dan berkala mengikuti kegiatan knowledge sharing, sedangkan 55,95 persen 

mengikutinya sekali-sekali. Temuan ini menunjukkan adanya motivasi belajar yang kuat, tetapi 

budaya berbagi pengetahuan masih perlu dilembagakan secara lebih sistematis dalam KBS-

Corpu.   

Dukungan infrastruktur informasi relatif memadai. Sebanyak 83,39 persen responden 

menilai akses internet di instansinya baik atau sangat baik, sedangkan 89,61 persen menyatakan 

bahwa situs web instansi diperbarui dan bermanfaat bagi pelaksanaan tugas maupun 

pembelajaran. Dan masih terdapat responden yang mengalami keterbatasan kualitas jaringan 

atau menilai informasi digital belum diperbarui secara konsisten, sehingga peningkatan kualitas 

infrastruktur dan pengelolaan konten tetap diperlukan.   

Pemahaman terhadap jenis kompetensi masih bervariasi. Responden yang menyatakan 

sangat mengetahui atau mengetahui kompetensi manajerial mencapai 61,48 persen, kompetensi 

teknis 63,10 persen, kompetensi sosial kultural 59,89 persen, dan kompetensi pemerintahan 

52,36 persen. Data ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kompetensi pemerintahan 

https://dinastirev.org/JIMT


https://dinastirev.org/JIMT,                                                              Vol. 7, No. 6, Juli - Agustus 2026  

2003 | P a g e  

merupakan yang paling rendah dibandingkan jenis kompetensi lainnya, sehingga perlu menjadi 

prioritas dalam kurikulum KBS-Corpu.   

Dari sisi strategi pembelajaran, 64,81 persen responden masih memilih pelatihan klasikal 

dan 35,19 persen memilih nonklasikal. Ketika diminta menentukan proporsi pembelajaran, 

pilihan terbesar adalah kombinasi 50 persen klasikal dan 50 persen nonklasikal, yaitu sebesar 

56,03 persen. Temuan ini menunjukkan bahwa transformasi pembelajaran tidak dapat 

dilakukan dengan menghilangkan metode klasikal, tetapi perlu menggunakan pendekatan 

campuran yang mengintegrasikan pembelajaran tatap muka, digital, kolaboratif, dan berbasis 

pengalaman.   

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa kesiapan dari sisi persepsi ASN relatif kuat, 

terutama pada komitmen pimpinan, motivasi pengembangan kompetensi, pemahaman tugas 

pokok, dan dukungan akses informasi. Akan tetapi kesiapan tersebut belum dapat langsung 

dimaknai sebagai kesiapan penuh kelembagaan. Evaluasi penatalaksanaan menunjukkan bahwa 

KBS-Corpu masih berada pada fase transisi dengan tingkat kesiapan moderat, karena masih 

terdapat kesenjangan pada desain kurikulum inovatif, metode pembelajaran yang variatif, 

kualitas SDM pengelola Corpu, alokasi anggaran, integrasi sistem informasi, serta mekanisme 

monitoring dan evaluasi.  Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi KBS-Corpu tidak 

dapat hanya bertumpu pada dukungan dan persepsi positif ASN. Modal awal tersebut perlu 

diterjemahkan ke dalam tata kelola yang lebih terstruktur melalui penyelarasan visi dan tujuan 

organisasi, kejelasan peran kelembagaan, pengembangan kurikulum yang relevan, penguatan 

kapasitas SDM pengelola, dukungan anggaran dan teknologi, serta mekanisme evaluasi yang 

berkelanjutan. 

 
Tabel 1: Ringkasan Indikator Empiris Kesiapan Implementasi KBS-Corpu 

Aspek yang diukur Indikator utama Hasil 

Keselarasan organisasi Mengetahui/sangat mengetahui Renstra 77,08% 

 Mengetahui/sangat mengetahui tugas pokok 97,68% 

 Mengetahui/sangat mengetahui tujuan pengembangan 

kompetensi 

80,50% 

Komitmen pimpinan dan 

organisasi 

Komitmen pimpinan baik/sangat baik 91,22% 

 Dukungan pimpinan mendukung/sangat mendukung 91,77% 

 Organisasi memberi kesempatan pengembangan kompetensi 92,15% 

 Anggaran pengembangan kompetensi telah tersedia 55,57% 

Pengembangan kompetensi Berkeinginan/sangat berkeinginan mengembangkan kompetensi 97,93% 

 Pengembangan kompetensi berkontribusi/sangat berkontribusi 84,33% 

 Mengikuti knowledge sharing sering atau sekali-sekali 88,41% 

Aksesibilitas informasi Akses internet baik/sangat baik 83,39% 

 Website diperbarui dan bermanfaat 89,61% 

Pengetahuan jenis 

kompetensi 

Mengetahui/sangat mengetahui kompetensi manajerial 61,48% 

 Mengetahui/sangat mengetahui kompetensi teknis 63,10% 

 Mengetahui/sangat mengetahui kompetensi sosial kultural 59,89% 

 Mengetahui/sangat mengetahui kompetensi pemerintahan 52,36% 

Strategi pembelajaran Memilih pelatihan klasikal 64,81% 

 Memilih proporsi 50% klasikal–50% nonklasikal 56,03% 

Sumber: Hasil Penelitian, 2023 

 

Untuk menjembatani kondisi eksisting tersebut menuju tata kelola Corpu yang lebih 

matang, penelitian ini merumuskan arsitektur penerapan KBS-Corpu seperti tampak pada 

Gambar 2. Arsitektur ini disusun sebagai kerangka integratif yang menghubungkan arah 

strategis pembangunan daerah, kebutuhan kompetensi ASN, pembelajaran lintas sektor, 

pengelolaan pengetahuan, teknologi pembelajaran, serta keluaran yang berorientasi pada 

peningkatan kualitas kebijakan dan kinerja organisasi. Arsitektur tersebut tidak hanya 

menggambarkan mekanisme penyelenggaraan pelatihan, tetapi juga memperlihatkan 
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bagaimana pembelajaran organisasi diarahkan untuk mendukung penyelesaian isu strategis 

pembangunan Bali.   

 

 
Sumber: Hasil Olah Peneliti 

Gambar 2. Arsitektur Penerapan Kerthi Bali Sejahtera Corporate University 

 

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2, arsitektur penerapan KBS-Corpu dirancang 

sebagai jawaban atas kebutuhan pengembangan kompetensi ASN yang tidak hanya berorientasi 

pada peningkatan kapasitas individu, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pencapaian 

agenda strategis pembangunan daerah. Berbeda dengan pendekatan Corpu yang umumnya 

berfokus pada pengembangan kompetensi generik dan teknis organisasi, arsitektur KBS-Corpu 

menempatkan isu-isu strategis pembangunan Bali sebagai pusat (core) pembelajaran melalui 

pendekatan tematik lintas sektor. Landasan konseptual tersebut dibangun berdasarkan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali 

Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era 

Baru, sehingga arah pengembangan kompetensi ASN selaras dengan visi pembangunan Bali 

jangka panjang.   

Sebagai landasan nilai, arsitektur KBS-Corpu menempatkan Sat Kerthi yang terdiri atas 

Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi sebagai 

pondasi yang menjiwai keseluruhan proses pembelajaran. Nilai-nilai tersebut tidak diposisikan 

sebagai materi pembelajaran yang berdiri sendiri, melainkan sebagai perspektif yang melekat 

dalam penyusunan kebijakan, program, kurikulum, dan proses pengembangan kompetensi 

ASN. Selanjutnya nilai-nilai Sat Kerthi diterjemahkan ke dalam enam bidang prioritas 

pembangunan Bali yang menjadi tema pembelajaran, yaitu bidang adat, agama, tradisi, seni dan 

budaya; kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga; ekonomi Kerthi Bali; infrastruktur dan 

transportasi; lingkungan, kehutanan dan energi; serta Bali Pulau Digital dan keamanan Bali. 

Pendekatan ini menunjukkan bahwa orientasi pembelajaran KBS-Corpu telah diselaraskan 

dengan karakteristik pembangunan daerah, sehingga membedakannya dari model Corpu yang 

hanya berorientasi pada kebutuhan internal organisasi.   

Karakteristik lain yang menonjol dari arsitektur tersebut adalah perubahan paradigma 

dalam penentuan kebutuhan kompetensi ASN. Apabila Corpu pada umumnya menyusun 

kurikulum berdasarkan kebutuhan masing-masing perangkat daerah, KBS-Corpu memulai 

proses tersebut dari tema-tema makro pembangunan Bali. Kebutuhan kompetensi ASN tidak 

lagi ditentukan semata-mata oleh fungsi administratif setiap perangkat daerah, tetapi oleh 

kontribusi yang harus diberikan terhadap penyelesaian isu strategis pembangunan daerah. 
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Implementasi tema-tema strategis tersebut dilaksanakan melalui Unit Kerja Kolaboratif (Cross-

OPD Task Force) yang melibatkan perangkat daerah sesuai kewenangan, sumber daya, dan 

kompetensi masing-masing. Pendekatan ini mendorong terbentuknya pembelajaran lintas 

sektor (cross-sector learning), memperkuat kolaborasi antarlembaga, sekaligus mengurangi 

praktik kerja sektoral (silo mentality) dalam penyelenggaraan pemerintahan.   

Untuk mendukung efektivitas pembelajaran, arsitektur KBS-Corpu mengintegrasikan 

Learning Management System (LMS) sebagai media pengelolaan pembelajaran digital dengan 

Knowledge Management System (KMS) sebagai sarana dokumentasi, kodifikasi, dan 

diseminasi pengetahuan organisasi. Integrasi kedua sistem tersebut memastikan bahwa inovasi, 

praktik baik (best practices), serta solusi yang dihasilkan selama proses pembelajaran tidak 

berhenti sebagai pengalaman individual, tetapi berkembang menjadi aset pengetahuan 

organisasi yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Keberhasilan implementasi KBS-

Corpu tidak hanya diukur dari jumlah ASN yang mengikuti pembelajaran, tetapi juga dari 

kontribusinya terhadap peningkatan kualitas kebijakan publik, inovasi tata kelola, penyelesaian 

masalah pembangunan, dan pencapaian target pembangunan daerah.   

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa diferensiasi utama KBS-Corpu dibandingkan 

model Corpu lainnya bukan terletak pada metode pembelajaran, melainkan pada orientasi 

kurikulum. Arsitektur KBS-Corpu mengembangkan tiga kluster pembelajaran secara terpadu, 

yaitu kluster generik untuk membangun kompetensi dasar ASN, kluster teknis untuk 

memperkuat kompetensi sesuai urusan pemerintahan, dan kluster tematik lintas sektor yang 

secara khusus mengintegrasikan isu-isu strategis Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun ke 

dalam kurikulum wajib lintas perangkat daerah sesuai Pedoman Penyelenggaraan dan 

Kurikulum Pelatihan Internalisasi Pembangunan Bali 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125. 

Kluster tematik tersebut menjadi karakteristik utama sekaligus kontribusi penting dari hasil 

penelitian karena menghubungkan sistem Corpu dengan arah pembangunan Bali secara lebih 

kontekstual.  Dari hasil evaluasi penelitian, implementasi KBS-Corpu masih berada pada tahap 

transisi menuju kondisi ideal. Beberapa aspek masih memerlukan penguatan, antara lain 

standardisasi kurikulum berbasis Kerthi Bali, penguatan peran coach dan mentor, integrasi 

sistem pembelajaran dengan sistem manajemen kinerja dan manajemen talenta, pengembangan 

platform single sign-on yang terhubung dengan sistem informasi kepegawaian, serta 

mekanisme monitoring dan evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan. Temuan ini 

menunjukkan bahwa arsitektur yang telah dirumuskan telah memberikan arah implementasi 

yang jelas, namun masih memerlukan penguatan pada aspek tata kelola agar seluruh komponen 

Corpu dapat berjalan secara terintegrasi.   

Berdasarkan uraian tersebut, arsitektur penerapan KBS-Corpu dapat dipandang sebagai 

pondasi empiris implementasi Corpu di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Arsitektur ini 

telah menunjukkan adanya keterpaduan antara agenda strategis pembangunan daerah, sistem 

pembelajaran organisasi, dan pengembangan kompetensi ASN. Hasil penelitian juga 

mengindikasikan perlunya penguatan pada mekanisme internalisasi nilai-nilai kearifan lokal 

agar nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi landasan normatif dalam penyusunan tema 

pembelajaran, tetapi juga terinternalisasi secara sistematis dalam kurikulum, strategi 

pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, pengembangan talenta, budaya kerja organisasi, serta 

evaluasi hasil pembelajaran.  

 

Model Kerthi Bali Sejahtera Corporate University (KBS-Corpu) Berbasis Kearifan Lokal 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KBS-Corpu di lingkungan 

Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki pondasi organisasi yang kuat melalui dukungan 

kelembagaan, sumber daya manusia pengelola, teknologi informasi, strategi pembelajaran, 

serta sistem pengembangan kompetensi yang terintegrasi. Arsitektur implementasi tersebut 

telah mampu menghubungkan pembelajaran organisasi dengan pengembangan kompetensi 

ASN melalui learning management, knowledge management, talent management, dan 
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pemanfaatan teknologi pembelajaran sebagaimana diuraikan sebelumnya. Namun hasil 

penelitian juga menunjukkan bahwa arsitektur tersebut masih memerlukan penguatan agar lebih 

kontekstual dengan karakteristik pembangunan Provinsi Bali yang berlandaskan budaya dan 

kearifan lokal.   

Arah pembangunan Provinsi Bali berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Provinsi Bali, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan 

Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125, serta Pedoman 

Penyelenggaraan dan Kurikulum Pelatihan Internalisasi Pembangunan Bali 100 Tahun Bali Era 

Baru, menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian integral dari 

pelestarian budaya, penguatan tata kelola pemerintahan, dan pembangunan berkelanjutan. 

Konsekuensinya adalah pengembangan kompetensi ASN tidak cukup hanya berorientasi pada 

peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, tetapi juga harus mampu 

menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai karakter dasar ASN dalam 

melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.   

 

 
Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan sintesis hasil penelitian 

Gambar 3. Model Kerthi Bali Sejahtera Corporate University Berbasis Kearifan Lokal 

 

Berdasarkan sintesis antara temuan empiris penelitian, konsep Corpu, serta kerangka 

kebijakan pembangunan Bali, penelitian ini mengembangkan model Kerthi Bali Sejahtera 

Corporate University (KBS-Corpu) Berbasis Kearifan Lokal. Model ini bukan merupakan 

pengganti dari arsitektur implementasi Corpu yang telah dihasilkan dalam penelitian, 

melainkan pengembangan konseptual dengan menambahkan dimensi internalisasi nilai-nilai 

kearifan lokal Bali ke dalam keseluruhan sistem pengembangan kompetensi ASN. Model ini 

menjadi kontribusi konseptual utama penelitian dalam memperluas implementasi Corpu pada 

sektor publik yang berorientasi pada pembangunan daerah berbasis budaya.  

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3, model yang diusulkan dibangun sebagai suatu 

sistem yang saling terintegrasi. Model diawali dengan konteks organisasi, yang meliputi visi, 

misi, tujuan strategis Pemerintah Provinsi Bali, kebutuhan kompetensi ASN, kebijakan 

pengembangan kompetensi, serta dinamika lingkungan internal dan eksternal organisasi. 

Komponen ini menjadi titik awal karena Corpu pada hakikatnya merupakan sistem 
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pembelajaran yang harus disusun berdasarkan kebutuhan strategis organisasi, bukan sekadar 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Allen, 2014; Rademakers, 2014). 

Konteks organisasi tersebut kemudian diarahkan oleh landasan filosofis dan kebijakan, 

yang terdiri atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Peraturan 

Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 

dan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Internalisasi Pembangunan Bali 100 Tahun Bali Era 

Baru. Ketiga dokumen tersebut menegaskan bahwa pembangunan Bali dilaksanakan 

berdasarkan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yang memandang pembangunan manusia, 

pelestarian kebudayaan, tata kelola pemerintahan, dan keberlanjutan lingkungan sebagai satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan. Sehingga sistem pengembangan kompetensi ASN harus 

mampu menerjemahkan arah pembangunan tersebut ke dalam proses pembelajaran organisasi. 

Landasan filosofis tersebut selanjutnya diwujudkan dalam nilai-nilai kearifan lokal Bali, yang 

terdiri atas filosofi Tri Hita Karana, nilai Sad Kerthi, dan berbagai nilai budaya Bali yang 

berkembang dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak diposisikan sebagai materi 

pembelajaran yang berdiri sendiri, melainkan menjadi landasan etik yang menjiwai seluruh 

proses pengembangan kompetensi ASN. Pembentukan kompetensi tidak hanya diarahkan pada 

peningkatan kemampuan profesional, tetapi juga pada pembentukan karakter aparatur yang 

berintegritas, berbudaya, dan memiliki orientasi pelayanan publik sesuai nilai-nilai 

pembangunan Bali.   

Komponen inti model adalah KBS-Corpu yang terdiri atas lima subsistem utama, yaitu 

Learning Management, Knowledge Management, Talent Management, Digital Learning 

melalui Learning Management System (LMS), dan Community of Practice. Kelima subsistem 

tersebut merupakan hasil pengembangan dari Arsitektur Penerapan KBS-Corpu yang telah 

dihasilkan pada penelitian ini dan berfungsi sebagai instrumen utama dalam menyelenggarakan 

pembelajaran organisasi secara terintegrasi. Learning Management mengelola keseluruhan 

siklus pembelajaran, Knowledge Management memastikan pengetahuan organisasi 

terdokumentasi dan dibagikan, Talent Management menghubungkan pembelajaran dengan 

pengembangan karier ASN (Sistem Manajemen Talenta atau SIMATA), Digital Learning 

memperluas akses pembelajaran melalui teknologi informasi, sedangkan Community of 

Practice memperkuat kolaborasi dan inovasi antarpegawai. Integrasi kelima subsistem tersebut 

membentuk organisasi pembelajar (learning organization) yang adaptif terhadap perubahan.   

Kontribusi utama model ini terletak pada mekanisme internalisasi nilai-nilai kearifan 

lokal, yang menjadi pembeda dibandingkan model Corpu pada umumnya. Internalisasi 

dilakukan melalui lima mekanisme yang saling berkaitan, yaitu: (1) integrasi nilai-nilai kearifan 

lokal ke dalam kurikulum pengembangan kompetensi; (2) penerapan strategi pembelajaran 

kontekstual melalui blended learning, action learning, coaching, mentoring, dan community of 

practice; (3) penguatan knowledge sharing melalui dokumentasi praktik baik (best practices) 

dan pengetahuan lokal; (4) penguatan budaya kerja dan kepemimpinan berbasis nilai-nilai 

kearifan lokal; serta (5) evaluasi dan penyempurnaan berkelanjutan (continuous improvement) 

melalui mekanisme umpan balik dari peserta, organisasi, dan pemangku kepentingan. Dengan 

mekanisme tersebut, nilai-nilai budaya Bali tidak berhenti sebagai konsep normatif, tetapi 

menjadi bagian dari proses pembelajaran, pengelolaan pengetahuan, pengembangan talenta, 

dan budaya organisasi.   

Implementasi model menghasilkan output berupa ASN yang profesional, kompeten 

secara teknis, manajerial, dan sosial kultural, sekaligus memiliki integritas, etika pelayanan, 

dan karakter yang berlandaskan nilai-nilai budaya Bali. Pada tingkat organisasi, output tersebut 

berkembang menjadi outcome berupa terbentuknya organisasi pembelajar yang adaptif, 

inovatif, kolaboratif, serta mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan 

dan kualitas pelayanan publik. Outcome tersebut selanjutnya memberikan dampak 

pembangunan, yaitu mendukung terwujudnya Bali Era Baru yang maju, berdaya saing, 
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berkelanjutan, dan berlandaskan kearifan lokal sebagaimana menjadi arah pembangunan 

Provinsi Bali.   

Karakteristik lain yang membedakan model ini adalah adanya mekanisme feedback dan 

continuous improvement yang menghubungkan luaran model dengan konteks organisasi. 

Mekanisme tersebut memungkinkan evaluasi terhadap kurikulum, strategi pembelajaran, 

pengelolaan pengetahuan, pengembangan talenta, maupun implementasi nilai-nilai kearifan 

lokal dilakukan secara berkelanjutan sehingga model tetap adaptif terhadap perubahan 

kebutuhan organisasi dan dinamika pembangunan daerah. Model yang diusulkan tidak bersifat 

statis, tetapi berkembang melalui proses pembelajaran organisasi yang berlangsung secara 

terus-menerus. 

Model KBS-Corpu berbasis kearifan lokal secara konseptual memperluas konsep Corpu 

dari sistem pengembangan kompetensi yang berorientasi pada learning organization menjadi 

model pengembangan kompetensi ASN berbasis kearifan lokal (local wisdom-based corporate 

university). Model ini mengintegrasikan kebijakan pembangunan daerah, nilai-nilai budaya 

Bali, sistem pembelajaran organisasi, serta mekanisme internalisasi dalam satu kerangka yang 

utuh. Kontribusi tersebut menjadi pembeda utama penelitian ini dibandingkan kajian Corpu 

sebelumnya yang umumnya berfokus pada aspek kelembagaan, pembelajaran, atau manajemen 

pengetahuan tanpa secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal sebagai pondasi 

pengembangan kompetensi ASN. 

  

KESIMPULAN  DAN SARAN 

Pengembangan kompetensi sumber daya manusia aparatur merupakan salah satu faktor 

strategis dalam meningkatkan kapasitas organisasi dan mendukung pencapaian visi 

pembangunan daerah. Bagi Pemerintah Provinsi Bali, pengembangan kompetensi ASN tidak 

hanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan sosial kultural, tetapi 

juga untuk mendukung terwujudnya visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui sistem 

pembelajaran organisasi yang terintegrasi. Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini 

menunjukkan bahwa penerapan Kerthi Bali Sejahtera Corporate University (KBS-Corpu) 

merupakan pendekatan yang relevan untuk menghubungkan pengembangan kompetensi ASN 

dengan sasaran strategis organisasi.   

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki kesiapan 

yang tinggi dalam mengimplementasikan KBS-Corpu. Kesiapan tersebut tercermin dari adanya 

komitmen pimpinan dan organisasi, kapasitas sumber daya manusia pengelola, dukungan 

infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, kelembagaan, serta strategi pembelajaran 

yang berada pada kategori sangat baik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah 

Provinsi Bali telah memiliki pondasi yang memadai untuk mengembangkan Corpu sebagai 

sistem pembelajaran organisasi dalam mendukung pengembangan kompetensi ASN. Temuan 

ini sekaligus menguatkan simpulan penelitian bahwa implementasi KBS-Corpu telah memiliki 

komponen utama yang diperlukan untuk penyelenggaraan Corpu di lingkungan Pemerintah 

Provinsi Bali.    

Berdasarkan sintesis antara hasil penelitian empiris, konsep Corpu, dan kebijakan 

pembangunan Provinsi Bali, penelitian ini mengembangkan model Kerthi Bali Sejahtera 

Corporate University (KBS-Corpu) Berbasis Kearifan Lokal sebagai kontribusi konseptual 

utama penelitian. Model ini mengintegrasikan landasan filosofis Nangun Sat Kerthi Loka Bali, 

nilai-nilai Tri Hita Karana, Sad Kerthi, dan kearifan lokal Bali ke dalam sistem Corpu melalui 

mekanisme kurikulum, strategi pembelajaran, knowledge management, talent management, 

budaya kerja organisasi, serta evaluasi berkelanjutan. Sehingga pengembangan kompetensi 

ASN tidak hanya menghasilkan aparatur yang profesional dan kompeten, tetapi juga aparatur 

yang berkarakter, berintegritas, dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai pembangunan 

Bali dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara konseptual model yang dikembangkan 

memperluas penerapan Corpu pada sektor publik melalui pendekatan berbasis kearifan lokal 
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(local wisdom-based corporate university), sehingga memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan teori maupun praktik pengembangan kompetensi ASN. Model ini diharapkan 

menjadi salah satu rujukan bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam mengimplementasikan 

pengembangan kompetensi ASN yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 

Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali 

Era Baru, serta dapat diadaptasi oleh pemerintah daerah lain dengan mengintegrasikan nilai-

nilai budaya lokal sesuai karakteristik daerah masing-masing. 

Sebagai tindak lanjut penelitian berikutnya disarankan untuk menguji implementasi 

model KBS-Corpu berbasis kearifan lokal melalui evaluasi empiris terhadap efektivitas model 

dalam meningkatkan kompetensi ASN, memperkuat budaya organisasi, dan mendukung 

pencapaian kinerja pemerintahan. Pengujian pada konteks pemerintah daerah lain juga 

diperlukan untuk menilai tingkat adaptabilitas model terhadap karakteristik budaya dan 

kebijakan pembangunan yang berbeda 
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